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Abstrak

 Upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan bagi masyarakat tidak pernah berhenti. Pembangunan Mal Pelayanan Publik 
(MPP) semakin gencar dilakukan di berbagai kota dan kabupaten termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, Pemerintah Daerah 
sedang melakukan program percepatan reformasi birokrasi sebagai upaya pengembangan pemerintah dibidang elektronik dalam sistem 
teknologi informasi. Tercatat bahwa rendahnya tingkat pelayanan publik yang ada di DIY menurut Ombudsman dan ORI pusat pada tahun 
2016, bahwa DIY memperoleh rapor merah atau memiliki tingkat kepatuhan yang rendah yaitu 43,57. Hal ini masih sangat jauh dari yang 
diharapkan oleh masyarakat dan tertinggal dari beberapa daerah lainnya. Maka dibentuknya evaluasi implementasi Perda DIY No. 5 Tahun 
2014 tentang Pelayanan Publik di wilayah masing-masing DIY, dan penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi para penyandang disabilitas. 
Hal ini dilakukan agar sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai upaya perwujudan 
dari tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas efisien dan efektif.

Kata Kunci: Mal Pelayanan Publik, pelayanan publik, penyandang disabilitas

Perancangan Mal Pelayanan Publik 
dengan Pendekatan Desain Universal 

di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
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Abstract

 The government's efforts to improve the quality of services for the community never stop. The construction of the Public Service Malls 
(MPP) is increasingly being carried out in various cities and regencies, including in the Special Region of Yogyakarta. Currently, the Regional 
Government is carrying out a program to accelerate bureaucratic reform as an effort to develop the government in the field of electronics in 
information technology systems. It was noted that the low level of public services in DIY according to the Ombudsman and the central ORI in 
2016, that DIY received a red report card or had a low level of compliance, namely 43.57. This is still very far from what is expected by the 
community and is lagging behind several other areas. So the evaluation of the implementation of the DIY Regional Regulation No. 5 of 2014 
concerning Public Services in each DIY region, and the provision of friendly public facilities for persons with disabilities. This is done to comply 
with the policy of Law Number 25 of 2009 concerning public services as an effort to realize the demands of the community in efficient and 
effective quality services.

Keywords: Public Service Mall, public service, persons with disabilities

Designing a Public Service Mall
by Universal Design Approach 
in Bantul Regency, Yogyakarta
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STUDI LITERATUR

LATAR BELAKANG FENOMENA PERMASALAHAN IDE - IDE & 
PENDEKATAN

METODE

IDE DESAINSTUDI PRESEDEN
TERPILIH
ANALISIS SITE PROGRAM RUANG

KERANGKA BERPIKIR

Ÿ Menggunakan Desain Universal 
agar dapat diakses oleh semua 
orang (Sheryl Burgstahler, 2005).

Ÿ MPP merupakan trobosan dari 
g e n e r a s i  l a y a n a n  p u b l i k 
sebelumnya, yang diharapkan 
akan men jawab kebutuhan 
masyarakat (Tjahjo Kumolo, 2021).

Ÿ Setiap daerah di targetkan akan 
memiliki mal pelayanan publik 
(Tjahjo Kumolo, 2021).

Ÿ a d a  p r o v i n s i  D I Y ,  h a n y a P
Kabupaten Bantul yang belum 
memilikili MPP (Wati, 2021).

Ÿ P e m b e n t u k a n  M P P  y a n g 
merupakan program kerja dari 
MenpanRB.

Ÿ Fasilitas MPP di Sleman yang cukup 
memenuhi standar untuk dijadikan 
acuan. (Agus Santoso, 2021)

Ÿ Kondisi umum bangunan DPMPTSP 
Bantul yang kurang efektif dan 
sempit (sirkulasi & kapasitas minim) 
(Wati, 2021).

Ÿ Pengguna Pelayanan Publ ik 
d i t u j u k a n  u n t u k  s e l u r u h 
masyarakat (Agus Santoso, 2021).

Ÿ Sirkulasi pengunjung di DPMPT 
Bantul kurang aksesibel (Wati, 
2021). 

Ÿ Mal Pelayanan Publik harus mudah 
di jangkau oleh semua kalangan 
termasuk Penyandang cacat, 
lanjut usia, wanita hamil, ibu 
menyusui, & balita (Keputusan 
Menpan Nomor 63 Tahun 2003).

Ÿ Adanya program pembangunan 
MPP di setiap daerah, namun di 
Bantul belum tersedia (Wati, 2021).

Ÿ Merancang Mal Pelayanan 
Publik yang esien dan sesuai 
d e n g a n  s t a n d a r  y a n g 
berlaku.

Ÿ Penataan ruang yang tepat 
dan meningkatkan efektitas 
akses pengguna bangunan.

Ÿ Menggunakan pendekatan 
Desain Universal agar fungsi 
bangunan dapat di jangkau 
oleh semua kalangan.

Ÿ Wawancara;
- Bu Wati (Kebutuhan MPP Bantul);

Data Primer:

Ÿ  Peraturan Pemerintah RI;
Sekunder:

Ÿ BPS DIY;
Ÿ Literatur, Buku, dan Internet.

- MPP Kab. Sleman;

-Pak Agus (Citra, sirkulasi, aksesibilitas 
dan esiensi MPP).

Ÿ Peraturan Daerah-Kabupaten 
Bantul;

Ÿ Observasi;

- DPMPT Kab. Bantul.
Ÿ Dokumentasi Pribadi

Ÿ RTRW Kab. Bantul;

Kriteria Site

Poin Penilaian Site

Prol Site Terpilih

Eksisting
Kondisi Potensi

Eksisting

Site
Analisis

Analisis Pengguna

Program Kegiatan

Kebutuhan
Ruang

Hubungan
Ruang

Zonasi
Ruang

Ÿ Tata Massa & Zonasi
Ruang & Massa:

Ÿ Konsep Sirkulasi & Ruang

Ÿ Konsep Desain Universal 
Fasilitas & Sarana Prasarana

Mal Pelayanan 
Publik

Desain
Universal

Struktur Konsep

Ÿ Tbilisi Public Service Hall/ 
Studio Fuksas

Ÿ Mal Pelayanan Publik Kota 
Batam

Ÿ Ed Roberts Campus/ LMS 
Architects

Ÿ Jenis-jenis layanan publik.

Ÿ Dasar desain Universal & 
kebutuhannya.

Ÿ Dasar Mal Pelayanan Publik 
& fasilitas penunjangnya.

Ÿ Aksesibilitas dan tata letak 
ruang kebutuhan pengguna
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PENDAHULUAN

ARTI JUDUL

MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

Tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan publik 
atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang 
merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik 
pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha 
Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah/swasta.

DESAIN UNIVERSAL

Sebuah aplikasi dalam mendesain untuk memastikan 
bahwa produk atau lingkungan yang tercipta  
memperhatikan dan mencangkup semua orang, 
sehingga  menghasilkan suatu desain bangunan, 
maupun lingkungan yang dapat diakses oleh semua 
orang dari berbagai kalangan, dengan kemampuan 
dan karakter yang berbeda-beda.

KABUPATEN BANTUL

Merupakan salah satu kabupaten yang berada di 
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Luas 
wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2, terdiri 
dari 17 kecamatan. Kabupaten Bantul merupakan satu 
satunya Kabupaten di DIY yang belum memiliki Mal 
Pelayanan Publik.

LATAR BELAKANG

KONKLUSI JUDUL

MPP

Pemenuhan hak masyarakat 
atas pelayanan

Pelayanan dalam 1 tempat

Mempercepat proses

Desain Universal

Usabilitas Semua kalangan

MAL PELAYANAN PUBLIK di DIY

KABUPATEN BANTUL

WAJAH BIROKRASI PEMERINTAH
Faktor Pemicu Perombakan Birokrasi

Hak WNI Fasilitas Terbatas

Adanya Investor Kualitas Minim 

Populasi Meningkat Pelayanan Terbatas

Masyarakat 
Tidak Puas

Untuk Bergabung
Tidak Menarik

Perlu Dilakukan
Pengembangan

Perobakan Birokrasi dilakukan agar mengoptimalkan kualitas 
pelayanan publik menuju pelayanan yang cepat & inovasi.

250.000

500.000

750.000

1000.000

875.000
781.013

911.503

1.006.692

2000 2010 2018

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Atap(PTSA)

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu (PTSP)

Mal Pelayanan Publik

Grak Pertumbuhan Penduduk 
Kab. Bantul

Sumber: BPS Kab. Bantul

Dampak Perombakan Birokrasi

Pelayanan Optimal Dibentuknya MPP Pertumbuhan 
Ekonomi Daerah

Pembagian Wilayah Keterangan

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta
Kab. Sleman
Kab. Gunung Kidul
Kab. Kulonprogo
Kab. Bantul

Ada
Ada
Ada
Ada

Menargetkan 5 tahun kedepan 
setiap daerah akan memiliki mal 

pelayanan publik

MenpanRB
Tjahjo Kumolo

Kulonprogo

Yogyakarta

Gunung Kidul

Bantul

Sleman

Belum ada

PERKEMBANGAN
GENERASI

Sumber: Permenpanrb RI No. 23 Tahun 2017.

Sumber: Sheryl Burgstahler (Dalam Andanwerti, 2005).

Sumber: Bantulkab.go.id

Luas wilayah Kabupaten Bantul 
506,85 Km2
Populasi: 954,706 Jiwa (2020).

377.540 NIB

Mei

Grak Pengajuan Nomor Induk 
Berusaha 2020 Kab. Bantul

Sumber: dpmpt.bantulkab.go.id

197.322 NIB

126.878 NIB

76.435 NIB

57.058 NIB

28.562 NIB

Juni Juli Ags Sep Okt
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Disabilitas Lansia Ibu Hamil Ibu dengan 
bayi -3 th

Sumber: Badilum.Mahkamahagung.go.id

Sakit

PENGGUNA DESAIN UNIVERSAL



FENOMENA

Dasar Pembentukan Mal Pelayanan Publik

Aspek

Wewenang dan 
penandatanganan

PTSA

Berada di .satu pihak

PTSP

Masih berada di banyak 
instansi.

Koordinasi

Ÿ Koordinasi ;lebih mudah
Ÿ Kepala penyelenggara PTSP 

b e r p e r a n  s e b a g a i 
koordinator SKPD dalam 
analisis aspek teknis.

Koordinasi , karena lebih sulit
k e w e n a n g a n  & 
penandatanganan masih 
masih berada dibanyak pihak.

Prosedur pelayanan
Penyederhanaan prosedur 
lebih mudah karena koordinasi 
berada di tangan Kepala PTSP.

Prosedur sulit disederhanakan 
karena ego sektoral dibanyak 
SKPD teknis.

Pengawasan

Tanggung jawab bersama 
a n t a r a  l e m b a g a 
penyelenggara PTSP & SKPD 
teknis.

Tanggung jawab .SKPD teknis

Standar pelayanan
Kual i tas  pelayanan akan 
te r jaga  sed ik i tnya  pada 
standar minimal.

Sulit dipertahankan karena 
sangat tergantung kebijakan 
SKPD teknis.

Kelembagaan
Berbentuk .kantor atau badanHanya berperan sebagai loket 

p e n e r i m a ,  u m u m n y a 
berbentuk unit.

Pencapaian target 
penerimaan retribusi

Perizinan yang dikelola oleh 
PTSP menjadi tanggung jawab 
pengelola .PTSP

Berada di .SKPD teknis

Status kepegawaian Staf tetap penyelenggara .PTSPSebagian besar adalah staf 
SKPD Teknis.

Sumber: Mendagri No. 500/1191/V/BANNGDA Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaaan PTSP.

MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP)

Pelayanan Publik 
Prima

UU 25 / 2009

PermenPANRB No 23 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan 

Mal Pelayanan Publik

Fungsi pelayanan terpadu baik 
pusat maupun daerah, serta 
pelayanan Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah dan Swasta 
dalam rangka menyediakan 
p e l a y a n a n  y a n g  c e p a t , 
mudah, terjangkau, aman dan 
nyaman.

NAWACITA

GRAND 
DESIGN RB

GERAKAN 
REVOLUSI 
MENTAL

GERAKAN 
INDONESIA 
MELAYANI

Prinsip Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik

Keterpaduan Berdaya guna Koordinasi Akuntabilitas Aksesibilitas Kenyamanan

Kelompok Pelayanan Publik

Pelayanan Administratif

Ÿ Akte Pernikahan;

Ÿ Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Ÿ Akte Kematian;

Ÿ Surat Ijin Mengemudi (SIM);
Ÿ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Ÿ Sertikat Kepemilikan Tanah, dsb.

Ÿ Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

Ÿ Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Ÿ Paspor;

Ÿ Akte Kelahiran;

Pelayanan Barang

Ÿ Jaringan Telepon;
Ÿ Penyediaan Tenaga Listrik;
Ÿ Air Bersih, dsb.

Pelayanan Jasa

Ÿ Pendidikan;
Ÿ Pemeliharaan Kesehatan;

Ÿ Pos, dsb.
Ÿ Penyelenggaraan transportasi;

Standar Sarana Prasarana & Fasilitas

1. Ruang Pelayanan

Banner/ leaet

Antrian elektronik

Komputer

Meja

2.

3.

4.

5.

6. Kursi/ ruang tunggu

Parkir roda 2 & 4

Toilet

Mushola

Ruang laktasi

7.

8.

9.

10.

11. Televisi

Koran

Tempat charger

Kotak saran

Kantin kejujuran

12.

13.

14.

15.

16. Ramp

Kursi roda & kruk

Wi & P3K

Area bermain

Alat damkar

17.

18.

19.

20.

Sumber: Dokumentasi pribadi(MPP Sleman).

PENDAHULUAN

FENOMENA
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JAN

TAHUN 2019

PENDAHULUAN

FENOMENA

Data Kunjungan nMal Pelayanan Publik Sleman 2019
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FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES JUMLAH
KETERANGANINSTANSINO

1. DPMPPT

2. GERAI UMKM

3. POLRES SLEMAN SKCK

4. BPJSM KETENAGAKERJAAN

5. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

6. KPP PRATAMA

7. POLRES SLEMAN SIM CORNER

8. DINAS KESEHATAN

9. BPJS KESEHATAN

10. SAMSAT SLEMAN

11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12. DINAS PUPKP

13. DISDUKCAPIL

JUMLAH

3.198 2.502 2.571 2.411 6.026 1.834 3.460 3.125 3.050 3.436 3.588 3.409 38.610

3.198 2.502 2.571 2.411

14

16

56

52

60

38

46

132

95

206

155

759

13.681

3

36

39

41

145

117

161

157

238

220

1.340

6.165

12

25

58

88

240

251

298

276

440

495

1.149

10.252

11

43

54

99

199

146

221

344

505

455

768

9.095

15

26

50

86

78

96

258

435

469

464

799

8.876

15

24

25

91

3

90

217

334

377

477

804

9.329

5

35

123

42

302

553

352

461

707

9.756

8

34

136

81

642

365

349

400

619

9.454

14

72

223

347

724

703

869

2.231

2.561

2.936

3.125

6.945

87.290

PELAYANAN YANG 
PALING BANYAK 

DIKUNJUNGI ADALAH 
DPMPPT 

(Menjadi Pusat Aktivitas)



PENDAHULUAN

FENOMENA

Kondisi Umum Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu

KONDISI & FASILITAS DPMPT BANTUL

Peran bangunan
DPMPT Bantul

Memenuhi kebutuhan pelayanan publik 
di bidang barang, jasa & administratif

Lokasi: Komplek II Kantor Pemda Bantul 

16 jenis perizinan

Fasilitas standar 
minimalis

Layanan perizinan sesuai 
standar; 

Dilengkapi dengan fasilitas 
penunjang;

Adanya fasilitas pelayanan 
mandiri.

P u s a t  i n f o r m a s i  d a n 
pengaduan;

Kondisi Fasilitas DPMPT 

FASILITAS
DPMPT BANTUL

JENIS-JENIS PELAYANAN

Peta DPMPTSP Fasilitas Minim Pada DPMPT

1. OSS/ izin usaha

Izin Lokasi

IMB

Izin Tenaga Kes.

Izin Reklame & MI

2.

3.

4.

5.

6. Informasi & konsul

Tinjauan Lapangan

Pengaduan

LKPM

duplikasi izin
Permohonan data

7.

8.

9.

10.

1. Mushola

Ruang tunggu 
dengan televisi

Area bermain

Ruang Rapat

Kursi roda 

2.

3.

4.

5.

6. Ruang Laktasi

Toilet

Pengaduan & PI

7.

8.

Keterbatasan kapasitas (max 22 pengunjung)

Keterbatasan Fasilitas

Ruang Tunggu Ruang Arsip

Counter Layanan Investor dan Prioritas

8Cindy Erelka Putri | 61170157

1

2 3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13
15

2. Ruang Arsip
3. Ruang Pengaduan
4. Ruang Staff Struktural

1. Ruang Tata Usaha

5. Taman

14

8.   Front Ofce
7.   Ruang Pelayanan & Informasi
6.   Mushola

9.   Ruang Rapat
10. Perbankan

12. Ruang Pengaduan
11. Playground & R. Laktasi

14. Layanan Mandiri
13. Ruang Tunggu

10. Ruang Layanan

Keterangan:

POKOK PERMASALAHAN

Pengguna 
bangunan 

ditujukan untuk 
semua 

kalangan

Belum adanya 
prasarana bagi 

penyandang 
disabilitas 

Tidak ada guiding 
block, area rambatan 

dan prasarana 
pendukung lainnya

Sirkulasi 
Pengunjung 

dan karyawan 
crossing

Zona Pelayanan 
dan back ofce 
masih digabung

Belum 
diterapkannya 

manajemen resiko

Ruang 
pelayanan 
instansi dan 

DPMPT masih 
digabung

sirkulasi kegiatan 
yang ada 

didalam saling 
bertabrakan

belum adanya 
pengelompokan 

jenis instansi

kurang esien 
dan praktis

perlunya 
memotong 

sirkulasi agar 
efektif

Fenomena 
Permasalahan

Desain harus 
ramah bagi 

penyandang 
disabilitas

Membuat akses 
khusus untuk 
keluar masuk 

pengelola

Perlu dilakukan 
pengelompokan 
aktivitas dan tata 
ruang sehingga 
sirkulasi teratur

Penerapan 
WayFinding pada 
aplikasi konsep

Alur 
pemrosesan 

yang beruntun



PENAMBAHAN 
PERESMIAN
MPP 2021

PENDAHULUAN

PENDEKATAN & STRATEGI DESAIN

Pendekatan Permasalahan Pendekatan Solusi

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN MPP

MenpanRB
Tjahjo Kumolo

Program Kerja Pemerintah

GOALS
TARGET

Kemudahan 
Aksesibilitas

Penataan Zonasi

Sirkulasi yang 
mudah dan 
efektif

Pembaharuan & perbaikan 
penyelenggaraan  
pelayanan publik

Menargetkan setiap 
daerah akan memiliki mal 

pelayanan publik

Presiden
Joko Widodo

Masyarakat

Didukung oleh:

Program PRIORITAS
Reformasi birokrasi 

pemerintah

Mal Pelayanan 
Publik

Semua daerah 
wajib memiliki

Pelayanan cepat 
dan esien

KEPUASAN PELAYANAN

DAERAH YANG SUDAH MEMILIKI MPP

Sumber: Menpan.go.id (8 September 2020).

1. Gunung Kidul

Yogyakarta

Blora

Kendal

Bekasi

Amuntai

2.

3.

4.

5.

6.

Total = 27 daerah

TOTAL
33 daerah

BELUM ADA

Di DIY
Kab. Bantul

PENGGUNA  MAL PELAYANAN PUBLIK

Penyandang cacat, lanjut 
usia, wanita hamil, ibu 

dengan anak -3 th.

Semua 
kalangan  

khusus  
Pelayanan

Sumber: Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang 
              Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Mudah 
diakses  

STANDARISASI FASILITAS 
PENUNJANG (KHUSUS)

1. Parkir disabilitas

Toilet difabel

Ruang laktasi

Ramp

Kursi roda & kruk

2.

3.

4.

5.

6. Alat damkar

Kotak P3K

Ruang Investor

Arena bermain

Lift

7.

8.

9.

10.

Tjahjo Kumolo
MenpanRB

FUNGSIONAL

SPASIAL

DESAIN
UNIVERSAL

TARGET

Pegawai 
Negri

Pegawai 
Swasta

Pegawai 
Non Tetap

Investor Pemerintah/
Tamu

Masyarakat

Layanan

Zonasi

Aksesibilitas

Front Ofce

Sirkulasi

Fasilitas

Back Ofce

Struktur

Terpusat

Bangunan 
berintegrasi 

dengan desain 
sirkulasi dan 

penataan ruang

panjang

Bangunan 
bertingkat & 

bentang 

Bangunan 
terpusat & 
aksesible

Aksesibilitas Zonasi Sirkulasi

Pelayanan Publik

DPMPT

Investor
rakat

Masya-

Mal Pelayanan Publik Pendekatan Desain Universal

Kemudahan
Akses

9Cindy Erelka Putri | 61170157
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